Wujudkan Tata Kelola Baik, BUMD Pemerintah Pemprov Sumut
Tandatangani Komitmen dengan KPK
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Analisadaily.com, Medan — Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen
bersama program pencegahan tindak pidana korupsi terintegerasi.

Program pencegahan korupsi ini merupakan gagasan dari Direktorat Antikorupsi
Badan Usaha KPK bertujuan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
Berdasarkan data KPK tahun 2004-2020 jenis profesi/jabatan yang paling banyak melakukan
tindakan korupsi adalah swasta, yakni 308 orang. Sedangkan jenis perkara yang paling
banyak ditemukan KPK pada periode tersebut adalah penyuapan. Sehingga Direktorat
Antikorupsi Badan Usaha KPK dinilai tepat untuk memberikan perhatian khusus pada sektor
ini. “Kita tentu ingin tata kelola BUMD kita lebih baik lagi dan jauh dari tindakan-tindakan
yang salah. Dengan begitu Pendapatan Asli Daerah Pemprov Sumut akan lebih optimal, itu
yang kita dan KPK harapkan sehingga pembangunan bisa kita lakukan lebih cepat lagi,” kata
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah usai Rakor Pencegahan Korupsi pada
BUMD, Senin (26/4) di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan.

Menurut ljeck, sapaan Musa Rajekshah, korupsi merupakan kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime) karena pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan
secara hukum. “Butuh upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif karena korupsi ini
merupakan kejahatan yang kompleks,” tambah Musa Rakjekshah didampingi Sekdaprov
Sumut R Sabrina.


https://analisadaily.com/

Komitmen bersama program pencegahan tindak pidana korupsi terintegerasi ini
ditandatangani oleh PD Aneka Industri Jasa, PT Pembangunan Prasarana Sumut, PT
Perkebunan Sumut, PT Dhirga Surya, PDAM Tirtanadi dan Bank Sumut.

Musa Rajekshah berharap BUMD Sumut terus membenahi tata kelolanya sehingga
menjadi BUMD yang lebih baik. “Melalui komitmen ini kita harapkan terus berlanjut
membenahi tata kelola sehingga BUMD Kkita terus maju dan memberikan kontribusi besar
untuk pembangunan Sumut,” tambah Musa Rajekshah.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, saat ini organisasinya sedang
mendorong semua BUMD di Indonesia membangun dan mengimplementasikan Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal ini sebagai upaya pencegahan korupsi sekaligus
menciptakan BUMD yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. “Melalui Direktorat
Antikorupsi Badan Usaha, kita mencegah korupsi melalui pembangunan budaya Kerja,
regulasi dan sistem serta pelaksanaan akreditasi anti korupsi. Untuk membangun dan
mengimplementasikan SMAP bisa dilakukan dengan Panduan Cegah Korupsi (CEK) KPK,”
kata Lili.

Direktur Antikorupsi Badan Usaha, Aminudin mengatakan, sejak 2004 hingga 2020
ada 84 perkara dari BUMN/BUMD se-Indonesia. Menurut Aminudin saat ini badan usaha
tidak lagi sebagai objek, tetapi juga subyek tindak pidana korupsi, sehingga badan usaha bisa
dikenai sanksi secara langsung. Ada tiga poin utama yang membuat korporasi dapat dipidana
sesuai Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016.

Pertama memperoleh keuntungan atau manfaat dari pidana atau tindak pidana yang
dilakukan untuk kepentingan korporasi. Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana dan
tidak memerlukan langkah-langkah yang diperlukan. “Ada sanksinya kepada korporasi bila
terbukti bersalah, seperti uang pengganti, denda, perampasan harta kekayaan, pencabutan
izin, pembukuan dan pembubaran. Jadi, bukan hanya individu yang bisa di sanksi, tetapi juga

korporasinya,” kata Aminudin.
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Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Pasal 1

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

2. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah
dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;

c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan

e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya
pencegahan sebagai berikut:



a.

melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan
penyelenggara negara;

b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;

d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi;

e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

f.  melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak
pidana korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a.

melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga
negara dan pemerintah;

memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan
perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi;

melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan
Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Pasal 1 angka 1, 2 dan 8

1.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Korporasi Induk (parent company) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki
dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiari yang juga
memiliki status badan hukum tersendiri.

. Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang
mengatur tentang korporasi.



Pasal 4 ayat (2)
(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan
Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana
tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan
pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak
pidana.

Pasal 32 ayat (1) dan (2)

(1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan
restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi
dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti
rugi dan restitusi.



